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KETERTIBAN UMUM 
 

ABSTRAK : - bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat guna mewujudkan kondisi 

masyarakat yang aman dan tertib, dalam 

pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat merupakan urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar yang menjadi kewenangan Daerah 

 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3419; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205; 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
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CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 15 Januari 2019 dan ditetapkan 15 

Januari 2019. 
 


